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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1. Melihat Pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah no 27 tahun 2014 masih 

belum efektif khususnya di Kota Gorontalo ini, dari fakta yang peneliti 

dapat dilapangan masi banyak kendaraan dinas yang dipakai tidak pada 

kepentingan dinas, pemakaian kendaraan dinas secara ugal-ugalan bahkan 

ada kendaraan dinas yang tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas seperti 

menerobos lampu merah. Ada juga yang sampai mengganti plat merah 

menjadi plat hitam, hal ini dilakukan agar supaya mobil dinas mereka bisa 

dipakai untuk kepentingan pribadi mereka. Ini merupakan sesuatu yang 

sudah lumrah di lingkungan para pejabat kita. Mereka menganggap bahwa 

mobil dinas mereka adalah tanggungjawab mereka selaku pengguna 

barang milik negara, jadi mereka bebas menggunakannya untuk keperluan 

pribadi, mereka tidak peduli dengan fungsi dari kendaraan dinas yang 

hanya dapat beroperasi untuk kepentingan dinas saja.  

2. Penyebab seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan kendaraan dinas 

yaitu karena bebasnya memakai kendaraan dinas tanpa adanya 

pengawasaan yang signifikan dari pemerintah, Inspektorat, maupun dari 

pihak Masyarakat, dan tentunya juga karena lemahnya sanksi yang 

berlaku, ketidak pedulian dari pejabat itu sendiri, dan kurangnya 

pemahaman dari pejabat selaku pengguna kendaraan dinas. 
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5.2. Saran 

Saran peneliti terhadap pemerintah agar pengawasan terhadap 

penyalahgunaan kendaraan dinas harus lebih ditingkatkan lagi, dan peran dari 

inspektorat dalam melakukan pengawasan harus dapat melakukan langkah 

pengawasan yang signifikan terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas, dan 

tentunya kepada para pejabat struktural agar lebih meningkatkan kesadaran 

terhadap hukum dan harus di barengi dengan moralitas kode etik oleh seorang 

pejabat. 
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